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BUPATI HALMAHERA UTARA
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
Utara Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Halmahera Utara tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang No 6 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru
dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 73,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor
3961);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan
di Provinsi Maluku Utara;

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
.\ Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6393);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

o 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
.))) Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 357,
.b Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6177);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
| Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
‘\))) Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur
Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
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18.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi  Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),

20.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

‘ 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
m Nomor 85);

22.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2022 tentang  Pelaksanaan Pencapaian  Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

23.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional  (Berita  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

24, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

_ 25,.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019
.)) tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari APBD sebagai perubahan kelima dari

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019,
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);
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Menetapkan :

29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daecrah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Tahun 2024 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 648),

31.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah  Kabupaten  Halmahera  Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8
Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Halmahera Utara Nomor 51);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor S
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan -Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2017 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Nomor 54):

33.Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 10
Tahun 2023 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara
Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
ELANJA DAERAI TAHUN ANGGARAN 2025.

1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 Sejumlah

(1) Pendapatan Rp.1.149.773.947.589,00
(2) Belanja Rp.1.157.075.890.920,26
Surplus/(Defisit) Rp.(7.301.943.331,26)
(3) Pembiayaan
a. Penerimaan Rp. 7.301.943.331,26
b. Pengeluaran Rp. 0,00
PembiayaanNetto Rp.7.301.943.331,26
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan Rp. 0,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :
a. Pendapatan asli daerah Rp. 107.550.000.000,00

b. Pendapatan transfer Rp.1.032.223.751.827,00
c. Lain-Lain pendapatan Rp. 10.000.195.762,00
daerah yang sah

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis pendapatan @ -
a. Pajak Daerah Rp.B0.000.000.000,00
b. Retribusi Daerah Rp. 3.700.000.000,00
c. Hasil Pengelolaan KekayaanRp. 2.000.000. 000,00
Daerah yang Dipisahkan
d. Lain-lain pendapatan asli Rp.71.850.000.000,00
daerah yang sah

{3} Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan transfer Rp. 949.740.823.000,00
Pemerintah pusat
b. Pendapatan transfer Rp. 82.482.928.827,00

Antar daerah

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 0,00
b. Lain-Lain Pendapatan Rp. 10.000.195.762,00
Sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-
Undangan

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Operasi Rp.821.899.210.375,26
b. Belanja Modal Rp.121.230.306.545,00
c. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00
d. Belanja Transfer Rp.206.446.374.000,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp.407.783.639.006,09
b. Belanja Barang dan Jasa Rp.389.537.743.326,98
c. Belanja Bunga Rp. 0,00
d. Belanja Hibah Rp. 23.800.828.042,19
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 777.000.000,00

(3) Belgpja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf b terdiri
dari jenis belanja :
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(4)

()

(1)

(2)

(3)

a. Belanja Modal Tanah Rp. 750.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan Rp. 12.571.439.747,00
Mesin

¢. Belanja Modal Gedung Rp. 37.993.828.898,00
Dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, dan Rp. 68.373.369.900,00
Irigasi

e. Belanja Modal Aset Tetap Rp. 1.541.668.000,00
Lainnya

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf ¢
terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Tidak Terduga Rp. 7.500.000.000,00

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat huruf d terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja Bantuan Rp.206.446.374.000,00
Keuangan

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Rp. 7.301.943.331,26
b. Pengeluaran Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan
a. SiLPA tahun anggaran Rp. 7.301.943.331,26

sebelumnya sejumlah

b. Penerimaan Pinjaman Rp. 0,00
Daerah
¢c. Penerimaan Kembali Rp. 0,00

Pemberian Pinjaman daerah

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan

a. Penyertaan Modal Daerah Rp. 0,00
b. Pembayaran Cicilan Rp. 0,00
Pokok Utang yang Jatuh
Tempo
Pasal 5

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan DBelanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Kabupaten Halmahera Utara ini terdiri dari:

1. Lampiran I. Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut
Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
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2. Lampiran JlI. Penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok Jenis,
Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

3. Lampiran IlI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Hibah;

4. Lampiran 1V. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V. Daftar Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan keuangan Bersifat Umum dan Bersifat Khusus;

6. Lampiran VI. Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Belanja Bagi Hasil;

7. Lampiran VII. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIIl. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*)
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX. Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

10. Lampiran X. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/
Kahupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 6

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan.

PERATURAN BUPATI HALMAHERA UTARA TAHUN 2024 8

Dipindai dengan CamScanner


https://v3.camscanner.com/user/download

6

o

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

»

oy ey P

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintalikan pengundangain Peraturai
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera
Utara. '

MNibndmenlenes AL Ak AT~
Lrtvtapnail Wi oo

Pada Tanggal 24 Desember 2024

BUPA?/HALMAHERA UTARA,
S MANERY

Diundangkan di Tobelo
Pada Tanggal 24 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH

KARIIPATEN HAT MAHERA 1TTARA
BB Ad Nt B 4 DA Ak AV A AL ALILVIL DA ALdANA A N Al AL

ay

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 44 ).
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Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera

Utara.

Ditetapkan di Tobelo
Pada Tanggal 24 Desember 2024
BUPATYHALMAHERA UTARA,

PEJABAT | PARAF

. SEKDA prd
ASISTEN
| KaBAG | 4

(Berita Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 Nomor 44 ).
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